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Jernihkan Ai
Bahan Kimia Rp 8,7 Miliar

Mangupura (Bali Post) -
PDAM Tirta Mangutama
Kabupaten Badung membeli

bahan kimia untuk men-

jernihkan air yang akan
disalurkan ke masyarakat.
Pengadaan bahan kimia
berupa poly alumunium
chloride dan gas clor terse-
but dianggarkan Rp 8,7
miliar dan telah masuk
tahap tender.

‘Direktur Utama PDAM

Tirta Mangutama Kabu-

paten Badung Ketut Golak,
Minggu (13/1) kemarin me-
nyampaikan, bahan kimia

I

“ini untuk pengelolaan air

bersih di dua kawasan,
yakni di Instalasi Pengola-
han Air (IPA) Belusung dan
IPA Estuary Dam Produksi

1. “Bahan kimia tersebut

untuk menetralisir air agar
layak disalurkan ke kon-

sumen. Nilai tendernya
‘sudah berdasarkan kajian,

dan bahan kimia tersebut

digunakan selama setahun,”

Dari data yang diperoleh

di web lelang barang dan
‘jasa Kabupaten Badung di
‘Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) Kabupat-
en Badung, ada dua bahan
kimia yang ditenderkan,
yakni bahan kimia poly
alumunium chloride dan

bahan kimia gasclor. Untuk
poly alumunium chloride

ditenderkan sebesar Rp 5
“miliar, sedangkan gas clor
senilai Rp 3,7 miliar. Tender

dibuka sejak 10 Januari

2019. “Dengan produksi
air bersih ini, tentunya ada
target di tahun 2019 yakni
kenaikan jumlah pelang-
gan,” katanya.

Pejabat asal Desa Soban_-'

gan itu menerangkan, target

untuk pelanggan baru di 2019 -

sebanyak 2.000 pelanggan.

Saat ini pelanggan sebanyak

71.600 pelanggan. Jika tar-

get tersebut tercapai maka

jumlah pelanggan di tahun
2019 akan sebanyak 73.600

“Kajian usaha ) Ljuga

telah dilakukan seperti pem-

buatan air minum ia,},gm‘-

kemasan. Semoga bisa di-
lakukan secara cepat dan
akurat, sehingga PDAM Ba-
dung bisa terus melakukan
inovasi,” jelasnya. (kmb27)
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Imiah hertugas agai kan bagian Rp 1 juta dan
verifikator, yakm. uatuk kadus mene '
memverifikasi dan mem- i
validasi dokumen pengajuan
sanhlnan kematian dari

Desember 2015, kerugian
negara akibat ulah IDKA
mencapai Rp 210 juta, Den-
gan 140 berkas fiktif pen- -
gajuan santunan kematian, ! a
Sementara I Gede As mem- & - _ R g
buat negara rugi sebesar Rp  E ‘
88 juta lehih.
itambahkan Bud_hiarta,
jumlah kerugian negara ini
berdasarkan - pénglﬂtungan R i
vang dﬂﬂkuK kan B:lﬂnng'enl i
gawas he gan dan rem
bangnnanuﬁh Berkas fiktif
yang diajukan beragam. D1
antaranya mia berkas lama B
warga "
kan kembah. adaiﬁ ¥
vang masih hidup atkan -
berkas meninggal.
Selanjutnya, setelah
penetapan tersangka ini,
keduanya langsung ditahan -
dan segera dilimpahkan ke > : 3
Kejaksaan Negeri (Kejari) EADUS KORUPSI-Dua oknum kadus ditetapkan oleh Sat Reskrim Polres JJembrana
“Jembrana. (kmb26) sebagai tersanghka kasus korupsi santunan dana kemation
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matan Selaemadeg i
TJanuanZOIQchm aktifka
sementara dari jaba
Hal ini menyusul
kannya Muhartana :

‘ . tersangka kasus p ‘pa .
gertengnhnu QOktober 2018.

elanjutnya tugas dan kewa

jiban sebagai perbeke

| bil alih Sekdes samj
\ putusan hukum tetap.

-

Penyerahan SK B b
kait pemberhentian semen- ! SIMENTaARA Wayau Muliartqna

! akan Rabu 1€ ian MV%:GI"G
| (16/1) kemarin di ruang kerja Tabanan Wayan |
[ Amsten II Bidang Pereko-

Setda Tabanan, disaksikan sebagai perbekel dihentikan Loy angan sampa Eg r |
Kepala Dm;ﬁ'm ~ sementara dan pelaksanaan melampamke%ve ua |
dan Masyarakat Desa i tugas dilakukan oleh sekdes,” g dimiliki,” tegasnya. |

$eperti diberitakan sebe-
lumnya, Wayan Mlﬂlﬂl'tﬁlm
itgtapkan menjadi rsa.nqka

Liestyowati dan Camat Sele- imbuhnya
madeg Timur I Gusti Putu Jika dalam pl}tusanpenga
Ngurah Rai Darma Utama. dilan yang bersangkutan din-

Usai menerima SK penona c. yatakan bebas dari tuntutan sus dugaan pungh _
sementara, Ways Mu- hukum, maka haknya akan dungan Pen '
liartana keluar dari dikemb: termasuk dire- kasus m ingli ini

Asisten II dengan raut Wa]ah hnhﬂltamham azkpya dan
pasrah. Tidak banya k kata kembah men}a i perbekel.

yang kel A) ; ‘ s hukum
s Bt e i o “bisa ber lan ;ﬁ;wﬂal

ALl e
yang melakukan pem-

kan diri selama beberapa aturan,” _
an gahanCdldesa a’fl

menit di lobi kantor Bupati _ Miarsana mqnyebutkan,
Tabanan, dia lm?g;ung'e_rge. kejadian ini hendaknya jadi

pembelajaran bagi para per-
- bekel lamnya untik lebih ber-

lam mencerma ketentuan
penyelenggaraan'pemerin-  diperkuat ¢

tahan desa, termasuk penge- dz atas puuh Sebenarnya
lolaan keuangan desa mulai itu merupakan kontribusi
APBDes se.Hra a mnﬁstram ‘atas |k mak&n lingkungan

~ -
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untuk mepe mudah dan .maipambmg-mh
- memperlancar komunikasi ; dengan cepat melalui
1) ekat masya.raki i $a edia sosial m va,” ka-
akan bisa memkmtl in- un ] :
ternet secara gratis. Se

graﬁh ﬂi bupateu Bangll
Wifiw&s ini me !
bantuan Pemprov Bali.
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MANGUPURA, NusaBaI:

Di awal 2019 ini, Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama
Kabupaten Badung, memasang target
meraup sebanyak 2.000 pelanggan baru.
Demi mengejar target tersebut, berbagai
upaya tengah dilakukan, salah satunya
dengan mengoptimalkan pengolahan air

diInstalasi Pengolahan Air (IPA) Belusung

dan IPA Estuary.

Untuk itu, PDAM menyiapkan paket
pertama pengadaan bahan kimia Poly Alu-
minium Chloride (PAC) untuk pengolahan
diIPA Belusung dan IPA Estuary senilai Rp
4,9 miliar. Sedangkan paket kedua adalah
pengadaan bahan kimia gas chlor untuk
pengolahan di IPA Belusung damIPA Estu-
ary senilai Rp 3,6 miliar,

Saat ini, pengadaan tersebut telah
masuk dalam proses tender di Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Kabupaten Badung. Tender telah dibuka

sejak 10 Januari 2019, dan akan berakhir

pada 17 Januari 20 19.
Minggu (13/1) sore, sudah ada
lima rekanan yang menyatakan bermi-

nat atas tender pengadaan bahan kimia
gas chlor. Sedangkan, bahan kimia Poly

Aluminium Chloride (PAC) masih nihil.

1| Ketut Golak

F1606
total sebanyak 73.600 pelanggan,” kata

ovinst Bali

Kendati begitu, masih ada waktu hingga
beberapa hari ke depan. ;

Direktur Utama PDAM Tirta Mangu- '
tama Ketut Golak, mengatakan pengadaan
bahan kimi untuk pengolahan air bersih
di IPA Belusung dan IPA Estuary yang
terletak di Denpasar tersebut merupakan
bagian dari mengoptimalkan pengolahan
air. Menurut dia, dengan bahan kimia da-
pat menetralisir air agar layak disalurkan
ke konsumen

“Pengadaan bahan klmia ini untuk
setahun dan sudah berdasarkan kajian.
Sekarang sedang proses tender di LPSE,”
ucap Golak, Minggu (13/1).

Penjabat asal Desa Sobangan, Kecama—
tan Abiansemal, itu berharap dengan
mengoptimalkan pengolahan air di [PA
Belusung dan IPA Estuary, produksi air
bersih lebih maksimal. Ini juga merupakan
upaya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.

Menurut Golak, PDAM pada tahun 2019
menargetkan tambahan sebanyak 2.000

pelanggan baru. “Saat ini kami miliki
pelanggan. Jika nanti target 2.000
baru pada tahun 2019 tercapai, maka

Golak. & asa
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RSUD Slapkan Gedung Rawat Inap Baru

* Pemkab Pakai Dana dari Pinjaman Jangka Panjang

Areal parkir

- sementara

dan gedung

~ serta pavilion
Mahottama akan
dibongkar menjadi
areal berdirinya
bangunan rawat
inap kelas 1dan 2.

SINGARAJA, NusaBali
&uﬂmbBulﬂlengtmghm

ancang meminjam dana guna
- merealisasikan rencana kshs
§os s v
o %ihim\_;; ] L :R»

_kebutuhan dana, Pemlmh
aﬁn me?;i:skan graf Per
pinjaman terse utseba@i
dasar hukum.

Gedung rawat inap kelas

1 dan 2 akan dibangun di

lantai. Saat i

sisi utara m:emant?aatkan la-
han yang kini dijadikan areal

pparkir sementara, Dari areal

ini, gedung rawat inap kelas

1 da!l 2dib n ke timur
dengandenm:gorban}an

inap VIP Mahot-
VIP Mahottama
juga dihondmr. Sehingga nanti
ﬁdung rawat inap tersebut
rdiri clen%n dua atau tiga
i, rencana pem-
bangunan gedung rawat inap
itu masih p design.
Nah, untuk bisa memban-

gun dalam satu tahun angga-

ran, Pemkab berencana mem-  akanpemt

injam dana ke salah satu BUMN

yakni PT Sarana Multi Infras-

truktur (PT SMI). Pajaman itu  yal W"“‘m

memiliki waktu pengembalian
yarr% cukup panjang bisa den-

tahun anggaran. Di samp-
ing itu, bunga pinjaman juga
dinilai cukup rendah.

ti Bulel Putu

Bupa eleng, Agus
gu(i’:‘émmuehsm pemn-
jadi salah satu almmm ang

besar den@n pinjaman
dari BUMN tersebut dirasakan
akan lebih menguntungkan
~"Ini lebih baik, kita pinjam di
mendapat kepastian anggaran

“dan bisa dituntaskan sesuai

rencana. Nanti tinggal mengang-
garkan nilai pengemhalian tiap

_ tahun anggaran,’ jelasnya.

Terkait dengan se]umlah
persyaratan dan perangkat yang
dibutuhkan termasuk Perda, Bu-
pati Agus Suradnyana mengaku
akan menyiapkan hal tersebut.

- Hanya saja saat ini, masih men-

unggu tahapan pra desain oleh

~ pihak RSUD Buleleng untuk

mengetahui kebutuhan dana
secara pasti. "Perangkatnya
dan Perdanya memang harus

kita siapkan. Yang pasti model
aturannya diikuti saja, yang jelas
semua sesuai regulasi,’ ujarnya.
Bupati Buleleng Putu Agus
Suradnyana juga yakin jika
kemampuan Keuangan daerah
Buleleng mampu untuk mem-
bayar :angll uran baik pokok
termasuk bunga yang nantinya
ditawarkan oleh PT SMI. “Kare-
na bunganya lunak dan waktu-
nya panjang bisa 5 tahun, Saya
rasa bisa membayar angsuran
pokok dan bunganya melalui
APBD,” imbuhnya. & k19
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 Kasus OTT Tirta Empul

T e e Y

~ Penyidik Tunggu
Perhitungan Kerugian Negara

GIANYAR, NusaBali
Kasus Operasi Tangkap
Tangan (OTT) terhadap petu-
gas tiket Pura Tirta Empul
rampung, Polisi masih
menantikan hasil perhitungan
kerugian negara dari Inspe-
ktorat Kabupaten Gianyar.
Setelah perhitungan ram-
pung, barulah Polres Gianyar
melakukan langkah lanjutan,
Kapolres Gianyar, AKBP
Priyanto Priyo Hutomo, me-
nyatakan kasus ini kini tengah
menantikan Inspektorat. “Itu

Priyanto. Ditanya kenapa ha-
fus membidik bendesa bukan
petugas tiket saja, Priyanto
mengaku yang bertanggung
jawab adalah prajuru paling
&a@.“ﬁamikanineglbidikyang
ertanggung jawab,” ujarnya.
Sementaraitu, Kasat Reskrim

_pung, kami tinggal menunggu

Kata dia, dari hasil Inspe-

ktoratitu, polisi akan mempela-
jari apakah ada unsur kerugian
negara atau tidak. “Mémang

disana ada kerugian negara,

tapi penghitungannya ma-
sih kita tu inspektorat,

itu, : - Apakah digunakan sendiri,
Polres Gianyar, AKP Deny Sep-

umullé kepentingan desa adat
atau kepentingan
melalui Inspektorat,” jelasnya.

Deny mengaku, penanga-
nan kasus korupsi memang
butuh waktu yang lebih lama
ketimbang kasus pidana lain-

- asih di Inspektorat,” tegas ujarnya.

prosedur, banyak orang yang
dimintai keterangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Ins-
pektorat Kabupaten Gianyar,
Made Juanda, menyatakan
pihaknya bukan melakukan
~audit namun menghitung
berapa dana penjualan tiket
yang masuk ke kabupaten,
“Kami hanya diminta untuk
. menghitung berapa yang ma-
-=suk ke kas daerah,” jelasnya.
Pihaknya tidak mau menye-

pihaknya sedang menunggu

perhitungan dari Inspektorat,”

but berapa rincian dana yang
masuk ke kas daerah. Kini

F

petunjuk dari bupati Gianyar

perilah tindakan selanjutnya.
- Diberitakan sebelumnya,

dua petugas tiket di Pura Tirta

Empul terjaring OTT oleh Sat-
gas Saber Pungli pada 6 Novem-
ber 2018 lalu. Polisi menga-
mankan tiket yang diterbitkan
desa pakraman Manukaya Let.
Polisi juga menyita uang tunai
yang diduga sebagai hasil pen-
jualan tiket itu. Selanjutnya,

“dua petugas tiket dibebaskan,

dan polisi merilis bendesa
Manukaya Let sebagai calon
tersangka. & nvi
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Deﬁsit Anggaran =

|DL Anggaran
o ";alanandlnés

Pemkab Tal anqn
| semula diu _'ulk
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T AN, NusaBah |

Akibat defisit ai gga: n,
perjal an dinas untuk
luruh Organisasi Perang
Daera [OPD] Pemerintah

Bmlliar namun' 1kura ot

Rp 13,2 miliar, sehi
akhir langgaran p ala n
dinas besar Rp 2

bijakan.btdangkesenm in, ke-
bijakan urusan pilihan d
rangka membangun pondasi
ekonomi masyarakat. Ba-
hasanya tidak dipotong atau
ijakan tentang m
‘ tétaﬁsaja hamsﬁihhxka pe-
uaian terhadap semud pos
bbrmasuldj,)erjal :
as,” tuturnya.
Dilanjutkan, hal tefsébut
karena semua usulan dari
masing-masing OPD harus
dikaji oleh Tim An
Pem rintah Daer %

!f:l{la }]’ﬁ%rhaﬁs Iadi'I‘ PD

mera&;iunallsasi us'u lan PD

eﬁsiefl serta sesuai, peratqran

‘?Laiu wt&lah diploting
kembali, disesudikan den-
*kehijakan \jakan yang
sa’hh satunya adalah kebi-
an manﬂamri keb’ijakan

urusan pilihaa rangka
membangun pondast ekono
"bebe

Dlakut deng

su karena s harus:aya
ada kaitannya kmer}a
dengan perjalanan dinas,

tan asnya. & db

ovinst Bali
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ishub Tabanan Tambah
lat Uji Kir Senilai Rp 1,8

seperti side slip tester with XG
cabinet, gas analyzer with XG
cabinet, diesel smoke tester,
headﬁghtLtestér, ] '
y level tester. "Dan sekalian
by nantinya kami akan lakukan

lebih praktis lagi . 1é
ke masyarakat,” intbu

mencipta
berkesel
tetap dilaya
manfaatkan tenag.
hanya saja ak
- relasi pelak
TABANAN, NusaBali ! belum opti
Dinas Perhubungan (Di- Hal senad
shub) Kabupaten Tabanan petugas pe
akan menambah satu unit alat jiantara, MEn .
uji kir kendaraan bermotor. selama ini sudah alat uji ke-

Saat ini penambahan alat uji
Kir yang anggarannya dipas- | d
ang Rp 1,8 miliar masih taha
proses lelang. Ditarget alat
akan dipasang pertengahan
2019. 270
Kepala Dishub Kabupaten
| Tabanan I Made Agus Harta

laikan kendaraan, memang
belum bisa maksin
" pengujian juga ada bagian
yang masih dicek secara kasat
mata. Bahkan untuk pengu-
jian emisi gas buang masih
bekerjsama dengan pihak

i £ e ketiga. Di satu sisi jumlah
‘ giﬁ':n“:i::z?i} ]ﬁ,ﬁﬁgﬁi‘;’;‘a kenda_\raa:n yang melaku-
akan dilengkapi dengan ele- kan uji laik kendaraan rata
| ktronifikasi sistem. Sehingga rata mencapai 100 unit tiap
' lebih mempermudah dalam harinya. “Jadi nanti jika su-
‘ mmhetﬂ:ah_;glgyhﬁmfﬁepaé dah datang penambahan alat
_ da pemohon. Di mana dalam uji, tentu sangat membantu,”
| sehari rata-rata jumlah kend- caidisys. S a4~ 1"
| — T
| i
|
‘ | k]
: PN S

A

|
e — 2SS e

|
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Perbekel Celukan Bawang Tersangka

* Kasus Dugaan Markup Pembangunan Kantor Desa

GeroKgak, Buleleng, Muhajnad  bekel Ashari bermula ketika
Asha 'lgt:ebut-sebut.t lah plhakP _Ll B

ag qga are al -- mhﬁugktt:.

SINGARAJA, NusaBali |
- Kepala Desa (Perbekel)
Celukan Bawang, Kecamatan

Halui proses |
di unit la anan pen-
1an (ULP) b

me unjuk langu_

"k me ger-i

. _éesa pa, PERBEKEL Celu

MlihamadAsharL b s
Kas{ Tindak Pindana Khu-

ai | (Pidsus) Kejari Buleleng,
' ﬁmn Genip dik nﬁrmasl di

; ! o] -
[
Edisl ¢ oy, 10 Nanwari 801 ‘
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Dihukum Kasus Korupsi,

Lima PNS Diberhentikan

“Jadi, khusus dalam
keterlibatan dua ter-
sangka yang kami
tahan saat ini, total

~menyebabkan keru-

gian negara sebesar
Rp 298.500.000,".

NEGARA, NusaBali
Penyidik Unit Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) Satreskrim
Polres Jembrana, melakukan
penahanan terhadap mantan Ke-
lian Dinas Banjar Munduk Ranti,
I Gede Astawa, 48, dan mantan
Kelian Dinas Banjar Sarikuning
~Tulung Agung, I Dewa Ketut Ar-
tawan, 52, di Desa Tukadaya, Ke-
camatan Melaya, yang ditetapkan
sebagai tersangka kasus dugaan
korupsi dana santunan kematian
Pemkab Jembrana tahun 2015.
Kedua tersangka jtu merupakan
tersangka susulan dari tersangka
sebelumnya, yakni seorang ok-
num PNS Pemkab Jembrana,
Indah Suryaningsih, 48, yang

£

; KejaksaanN '

WAKAPOLRES Jembrana, Kompol Koman

Kabag Ops Polres Jembrana, Kompol M

terkait penahanan dua mantan Kelian Dinas tersangka kasusd -
dana santunan kematian tahun 2015, di Mapolres Jembrana, Jumat {(18/1)

telah divonis 4 tahun penjara
oleh pihak Pengadilan Tipikor
Denpasar, Rabu (1/8) lalu.
Wakapolres Jembrana, Kom-
pol Komang Budiarta, didam-
pingi Kabag Ops Polres Jembrana,
Kompol M Didik Wiratmoko, saat
rilis kasus di Mapolres Jembrana,

Jumat (18/1), mengatakan, kedua

tersangka yang mantan Kelian
Banjar ini, telah ditahan sejak

Senin (14/1) lalu. Penahan itu
kedua tersangka yang diajukan ke
telah dinyatakan le p atau
P-21. “Berkasnya sudah lengkap,
jadi untuk tersangka kami tahan

‘untuk persiapan pelimpahan
tahap dua ke Kejari-_Negax; pekan

depan’ ujarnya, 5
Menurutnya, kedua tersangka

ini, terbukti bekerjasama den-
‘gan Indah Suryaningsih, yang
‘melakukan pengajuan berkas

fiktif dana santunan kematian
tahun 2015, Sebelum pengajuan
berkas, antara Indah Suryaning-
silr yang sebelumnya menjadi
petugas bagian penerimaan
serta verifikasi dana santunan

kematian di Dinas Kesejahter- -
- bersama Indah Suryaningsih,

Budiarta (tengah), didampingi
idik Wiratmoko (kiri), saat rilis
aan korupsi

| Edis] bl \MW

d' Hal

S

wrao (9

aan Sosial, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi (Kesosnakertrans)

Jembrana, bersama Dewa Ketut .
_ Artawan dan Gede Astawa sudah

membuat kesepakatan pemba-

gian setiap berkas fiktif yang

sudah dicairkan dananya.
Dari pencairan danasebesar Rp

1,5 jutaper berkas, apabila berkas .

dibuat langsung oleh Indah Sury-

aningsih, maka Gede Astawa dan

Dewa Ketut Artawan yang bertu-
gas menandatangani permohonan
berkas, masing-masing mendapat
bagian Rp 500 ribu, dan Indah
Suryaningsih mendapat Rp 1 juta.
Sedangkan jika berkasdihuatla{ig~
sung oleh Gede Astawa dan Dewa
Ketut Artawan, masing-masing
mendapat bagian Rp 700 ribu,
dan Indah Suryaningsih mendapat
bagian Rp 800 ribu,

Sesuai hasil pényidikan, Gede
Astawa bersama Indah.Suryan-
ingsih, diketahui melakukan pen-
gajuan sebanyak 59 berkas fiktif,
dan menyebabkan kerugian
negara sebesar Rp 88.500.000.
Sedangkan, Dewa Ketut Artawan

mengajukan sebanvak 140 ber-
kas fiktif, dan merugikan keru-
gian negara Rp 210 juta. “Jadi,
khusus dalam keterlibatan dua
tersangka yang kami tahan saat
ini, tofal menyebabkan kerugian
negara sebesar Rp 298.500.000,"
ujar Kompol Budiarta,
Kedua tersangka yang sama-
sama mantan Kelian Banjar di
Desa Tukadaya, ini sama-sama
dijerat Pasal 2 ayat 1 subsider
Pasal 3 subsider Pasal 18 ayat 1
hurufb UU Tipikor jo Pasal 55 ayat
1yo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Mereka
diancam pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara 4 tahun
hingga 20 tahun dan denda Rp
200 juta hingga Rp 1 miliar (Pasal
2 ayat 1), dan pidana penjara seu-

mur hidup atau pidana 1 tahun

hingga 20 tdhun dan atau denda
Rp 50 juta dan paling banyak Rp
1 miliar (Pasal 3). &= ode -
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URA, NusaB _
; Sedlldtnya 400 kelompokn da
3 !ﬁelqmpok pe! [

ept!: -I i - terkait Ped

BRI Pervaldlan rovinst Bali

Pen%loka Keuangan dan Penda%a
erah Klungkung [BPKP ),
Wayan Sumarta, Senin (13/1).

Kata Suma s&sua!?erbul:mu- -

mﬁr 12 Tahun 2017 atas perubahan
Nome} No 30 Tahun 2016

lan-  dan Bansos, SP| paling lambatharus

;enngalanukeﬁeﬂama.atan Pads
yusunan la
jawaban ini tidak sulit karena sud

tﬂtamﬂkan fonmt dan sudah ﬁlsn-

ulvjauh sbel
nsos yang
pada 2018 sebesar

qziliar untuk 663 objek. Di ai t:a-f

Enym untuk urusan kebudaya

er aga pembangunan want lan
pura, dan Iamnya Namun

| disetor pada 10 Januari. Namun

Sumarta belum berani mem.

itu OPD terkait
memfasilitasi juga belum ada m
beri tahu alasan keterlambatan ini.
Padahal pembuatan LP] ini se-
benarnya tidak sulit, karena format

sudah ditentukan dan disosial-

isasikan kepada penerima hibah.
Untuk sanksi keterlambatan ini

pulan  dilakukan di i tamal dulu” vila |

Perwakilan penerima dana ibah dan bansos mengikuti sosiali d
Kantor Camat Dawan, Klungkung, beberapa waktu lalu.

et | !______ bty AT

l %%\mr 5 Soa\uan 1‘“9 ] ‘




Sub Bagian Humas dan Tata

Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

|
SEMARAPURA, NusaBali
Proyek pengadaan eskalator
(tangga berjalan) di Blok A Pasar
Semarapura, Klungkung, gagal
tender padatahap pertama. Karena
saat pengumuman lelang dilaku- :
kan 18-31 Desember 2018, dari 7
rekanan yang daftar tidak ada satu-
pun yang masuk dalam penawaran
alias hanya ngintip saja.
Bagian Administrasi Pen-
gadaan Barang dan Jasa Pemkab
Klungkung, kembali membuka
% pengumuman tender tahap kedua
) ﬁada‘B 16 Januari 2019, Hingga :
marin sudah ada 18 rekanan [ s 0 L e
yang, daftar, tapi belum ada cra
mengajukan penawaran. Pa _ahaﬁ
batas terakhir pengumunan ta- . dh bangunan Blok A Pas
hap kedua ini pada, Rabu [16/1] . *
hari ini. Iy L
m@:gla?{gagal;enderlag[, maka '
akan di pengumuman / ;
ketiga. Di ol jika adﬂﬁ ol pekugpaynigecnsn:
saja yang mengajukan p e ]l:a el e lwrﬂéﬁ“ !
dari 18 rekanan te but dan Tena {eb banpek £ bl |
jika memenuhi persyaratan yang - -tor ini lebil} banyak mengambi |
bersangkutan bisa langsung jadi proyek swésta. Sehmgg saat !
pemenang. pm;{ek q:ianpemennta m
Kepala Bagian Administrasi ms‘*slel:f‘* ..." r untuk Tdm%mg;}'
Pengadaan Barang dan Jasa Pemk- N3 pRoamgan BERERE !
ab Klungkung, Anak Agung Gede masih minis dlketahuslklganya
Lesmana mengatakan proyek fﬂ: f'eaklfa“ : pt;nﬁf:e ;ﬁ:m' |
pengadaan eskalator ini diang- bi i |meda k: 2HALOLS) |
garkan Rp 1,5 miliar untuk harga . ARAppa HCAK AU8 FORRAD JaN8 | - i ;
perkiraan sendiri (HPS) sebesar mﬁnga}uk penawaran pada |
Rp 1.499:313.299, yang sudah shegledigiiiames.
satu paket dengan pemasangan ]1 a tenger tahap kedua 1nil
CCTV dan sound system. i gadal, maka sesuai Per- ga.
Lelang pada tahap pertama pres 16 Tahun 2018 tentang ﬁ.rdiasa. peja asal Jembrana
sudah dilakukan 18-31 Desember peraturan [pengadaan barang| ini juga menyampaikan, Blok
2018 tapi gagal tender, karena dan jasa pefnerintah, masih bisa A juga sudah dilengkapi ruang
dari 7 rekanan yang datar tidak pengumunan tender pameran, nantinya ada momen-
ada yang mengajukan penawaran. 1 Juni-Juli 2019. Namun momen tertenth akan diadakan
“Istilahnya mereka (rekanan) baru embanganan Blok A pameran produk UMKM. Fasilitas
ngintip saja,’ ujar Agung Lesmana ura dengan desain E:biiklainm:a ng sudah disiap-
saat ditemui, Selasa (15/1). AR i T n seperti ruang megyusui tailet
Kata Agung Lesmana, pen- IT Kota Semarapura, untukprladan ilet wanita, akses
gumuman tender tahap kedua h Klungkung dan Fes- penyandang disabilitas, ruang
9-16 Januari 2019 sudah ada 18 arapurapadaApril2019.f  merokok (smoking area). Untuk
rekanan yang daftar, tapi sejauh retribusi setiap kios membayar
ini belum ada yang mengajukan sebesar Rp F-Uﬁ! / hﬂ*‘- & wan
penawaran. “Kalau ada satu saja et 2 7 S
yang mengajukan penawaran, dan
P ;ika memenuhi persyaratan maka
. ng bersangkutan bisa menjadi
pemenang tender ujarnya.
e e
Edisi : '
| Raby, 10 _danvar 3019
Hal 3, — =
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Proyek Ruang Terbuka Hijau Ru] ab Tak Tuntas |

‘ * Kontraktor Masuk Daftar II-Iltarn ) 'L
— |

mmm b‘sa nas Perumphaﬁ :

, ' dan Pertanahan (Disperkin
ThdsiaM | dmpuma kan ki g
pemilik k’ glata

4 i) leh
h sehtngga maSUk anksi blacklisi g?fgp?gg leng" atatlya :
daftar h_;t?‘l fak. jorhadey fffa_ neS v i
“Fantaudn di lokast idak
‘ada lagi ak

% i kerivb acklist tidak

LKPP sendiri ad& ah

RTH Rujab E i
SINGARAJA, NusaBali J & an ]353 Pemel'ln h, ‘
~ Meski mahifm& ng,e_'t_; LT NIERE ¢ 3 ] e e i
' phnangan waktu, pekerjaan —
 astenn i

“di areal rumah jabatar
~ jab) supau. ran.,_

;.".gﬁ,gafh' etap piatiicdr?' : '_!'en;keterlanﬂaa n éﬁ:
"fkana‘ngﬁryaﬂéwammama‘ gata #if4 pembayara ‘e'l'hsfa’“l’

- dijatuhkan s pemutusan  penilaia
R mmnﬁwm
'-."fstnltz,s masuk daftar hitam. mere
 ‘Sesuai jadwal, proyek fis

tersebut htrnsnya telah menc ,829 Space
3£ampunswﬂgerse sesuai Disebutkan, beberapa
. tambahan waktu 5 Fu:ikal- pekerjaan yang belum ram-
~ ender, pertanggal 14 Januari  pungmulai pemasangan koral
¥ % Namun, hasii penilain  sikat, tempelanparas, paving
iz 53 pihak konsultan pehgawasJ di tempdt dud k,ﬁerta 'bp-

o wn ||
| EUBSE Kamis, (Y danuan 409 |
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_Mengintip Website OPD di Pemkab Badung yang Masih Digarap Asal-asalan

| o
| Banyak Tak Update, Anggota Komisi di DPRD pun Tak Ada

 kab) Badung telah melaunch-
~ ing Badung Command Cenﬁ_
(BCC) belum lama ini. BCC

juga data center dari sel
organisasi perangkat daer

‘masih banyak website OPD

WEBSITE Pemkab Badung itu
beralamat di www.badungkab.go.id.

- Didalam website ini, sedikitnya ada 72
~ subdomain dari organisasi perangkat
daerah di Pemkab Badung. Dari
kecamatan, kantor, dinas dan badan,
Dari pantauan Koran ini, ternyata
masih banyak data yang dibutuhkan

diupdate ulang,

data sesuai dengantupoksm :
dalam&onmnyangmdia. “Sehingga
masyarakat luas dapat mengakses
data yang diperlukan seperti jumlah
penduduk di Badung, tempat wisata
dan sebagainya,” terangnya.

‘Bila data-data ini sudah terkumpul,
maka pihaknya memastikan seluruh
dataterintqgrasf'semua, Masyarakat
pun dapat dengan mudah
mengakses. “Tujuan awal memang
seperti itu bagaimana supaya

seluruh data dapat terintegrasi.

‘Mengenai hal ini sebetulnya telah

Pemerintah Kabupaten (Pem--

~ sebagai pusat komando d@ E

(OPD) se-Badung. Sayangnya, .‘.‘

yang digarap asa'l-a'salan'. '

PUTRA/ RADAR BALI

BELUMTERBI Nnmam 3 Komisi
DPRD Badung sama sekali belum terisi alias
mwmmmmwum

' 'Kesehatankadl.mgbelum berisi ]umlah
‘Puskesmas di Badung, nama kepala
P‘uskesmas, berapa ada dokter dan

tapi belum tersedia, sehmgga perlu

dari I sampai IV juga sama kali tidak

Sebagai contoh saja, website di Dinas _ terisi. Padahal, anggota DPRD Badung

1k Wakil

itu,” jelasnya. :
Lebih lanjut, ia meuJelaskah bahwa
Badungjugatelah:
Gemmmdﬁemer (BCC) sebagai pusat
semua data dari OPD
- di Kabupaten Badung. BCC ini juga
mempakanpm;etaksesdaﬂserﬁapusat
penyediaan informasi yang mudah
dijangkau, akurat, efektif, real-time,
timely based terkait program Smart City
di Kabupaten Badung. “Visi dari Smart
City Kabupaten Badung ini didasari
" oleh pemanfaatan teknologi i
dan komunikasi(TIK), yang nnya
untuk meningkatkan kinerja
publik, kinerja birokrasi pemﬁimah
dan eMenaf kehijakan puhlik, f

terang Weda Dharmaja, Jumat fjl 1/1).
(made dwija ;nm-a}ynr_) |

Edisi
Hal.
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NEGARA - Rencana
pembangunan pabrik limbah
medis didesa Pulukan, Pekutatan,
masih belum jelas. Sebab, hingga
kini belum ada kesepakatan
antara investor yang akan
mendirikan pabrik limbah medis
dengan masyarakat untuk sewa
tanah wakaf untuk lokasi pabrik.

Sebelumnya pihak investor
memang melirik tanah wakaf
milik warga Muslim itu untuk
lokasi pabrik. Tanah wakaf yang
rencananya akan disewa investor
ini berada di pinggir sungai
dengan kondisi bertebing,
serta jalan yang belum
bagus. Informasinya tidak
semua masyarakat muslim di
Pulukan setuju dengan rencana
penyewaan tanah wakafini jika
digunakan sebagai pabrik untuk
mengolah limbah berbahaya
seperti limbah medis.

Sampai saat ini pembicaan
lanjutan sewa-menyewa tanah
wakaf itu belum ada, sehingga
kapan pabrik dibangun juga
belum jelas. “Untuk penyewaan
tanah wakaf itu masih belum
ada pembicaraan final dengan

v

pabrik itu,” ujar Ketua Nadzir
Wakaf Pulukan Suryanto,
Rabu lalu (9/1); ' Menurutnya,
untuk mencari lokasi pabrik,
investor datang ke kantor desa
menyampaikan maksudnya
yang akhirnya mendatangi tiga
lokasi lahan termasuk tanah
wakaf. “Selain tanah wakaf
ada dua lokasi lahan yang juga
dilihat investor. Lahan wakaf
kami di lokasi itu sekitar lima

Pabrik Limb

o Medis Puluka

Belum Jelas

hektare dan rencananya akan

~ disewa sekitar tiga puluh are,”

ungkapnya. Karena tanah wakaf
milik semua masyarakat muslim
di Desa Pulukan, maka dalam
pengambilan keputusan juga
harus melibatkan masyarakat,
termasuk lembaga yang

_ mengurusi wakaf di kabupaten.

Sementara Sunardi, salah
seorang takmir masjid Desa
Pulukan yang juga sebagai
Kepala Dusun Pulukan
mengatakan, proses penyewaan

tanah wakaf itu masih panjang
karena harus melewati beberapa
proses sebelum pengambilan
keputusan. Perbekel Pulukan [
Wayan Armawa menambahkan,
rencana pendirian pabrik
pengolahan limbah medis
itu masih sebatas wacana
dari investor dan belum ada
kepakatan final. (nom/han)

TUNGGU PROSES: Tanah wakaf di

Desa Pulukan, Pekutatan yang akan
jadi lokasi pabrik limbah medis.

e e 34
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|

‘ Edisi
‘Hal. : 2

Cabbi /12 jahuu-r'\-m-?_oi‘d

e




Sub Bagian Humas dan Thta IUslen—: BPK RI §

Radar Bali

Dana Promosi ;isata aik _Sj_gr_liﬁkan ._

i — e mma

Edisi @ S, M Jovan 241y
Hal. T i A |

L‘ L




Sub Bagian Humas dan Tﬂita Usaha BPK RI F'erwakilaT Provinsi f’L

Radar Bali |

' Sm«hmyﬂn

Edisi 2
Hal. :




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwalilan Provinsi

RadarBaii

|
r
i
1
|

Edisi s Kamig, 17 Janpaart 2014

Hal. 1 ‘

| .




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwaldlan Provinsi

RadariBaii

vy

(§pebwngan)

‘ujar mdh, kemémum;
Wajar jika Suwena tidak kag-
4 et. Sebab, jumlah uang yang
b dikorupsi l‘diemyaﬂp 1 mil-
iar lebih. Tepatnya Rp 1,006
miliar. Uang tersebut mer- *
upakan uang APBDes Desa
Bahasa 2016 - 2017. Meski
demikian, Suwena akan tetap
mengupayakan keringanan
hukuman sebagaimana yang

~ Tak Ganti Rugi Jadi Unsur Memberatkan ¥

~ dimohonkan tere

secara tertuhs juga sedang

* kutnya Rabu depan. “Intinya

Pledoi atau pemhelaan

lisiapk: .umuk,,d;perden-
ggrlma ﬂﬂam sidang beri-

seperti itu. Kami memohon
keringanan hukuman,” imbuh
Suwena. Materi pledoi masih
~disusun pihaknya sembari
‘menunggu poin- -poin yang
-mungkin akan ditambahkan
terdakwa, 5

Sejaﬁnya. , perkara X
ini sampai pada proses hu-
‘kum, Putu Sentana sendiri

sebetulnya sempat menya-

takan permohonan maaf dan
bersedia melakukan ganti
rugiatas dana APBDes tahun
anggaran 2016 yang disele-
wengkan. Itu terjadi saat
muncul hasil audit internal

Kabupaten Badung.
Pada poin ganti rugi inilah
terdakwa diberatkan. Karena

tidak pernah dilakukan ter-
dakwa. Kendati demikian,
sampai batas waktu yang
ditentukan, terdakwa rupa-

yang dilakukan Inspektorat

proses ganti rugi nyatanya “Bila.u

nya tidak kunjung melaku-
kan upaya gami mgi. D{ saat

[ .

Edisi : Kamis, |7 Jaoveri 2019
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Eks Pegawai Perusda Deadline Akhir Januari

B Kepastian
Status dan
Sisa Gaji

® Dinas Janji
Perjuangkan,
Direktur

Sebut Belum
Ada Usaha

NEGARA - Mantan Pegawai
Perusda Jembrana, terus
bmgemk.ﬁetelahmngadulmn
masalah pemberhentian
ke eksekutil' dan legislatif,

mantan Kepala Bagian
Personalia Perusda Jembrana

‘yang dinonjobkan.

Menurutnya, pada saat

pertemuan dengan Komisi

B DPRD Jembrana, sudah
ditentukan dalam waktu
satu minggu sudah ada
kepastian, Terutama mengenai
status nonjob pegawai dan
tanggungan gaji pegawai
selama delapan bulan yang
belum dibayar Perusda
Jembrana. “Kalau dari saya
pribadi, akhir bulan Januari
ini sudah ada kepastian,”
tegasnya.

Sementara itu,. Kepala
Dinas Penanaman Modal,

mengenai pemberhentian
dan gaji yang belum dibayar,
mereka tidak mau menunggu
lama untuk kepastian, Mereka
meminta penyelesaian
Januari 2019 ini.

Hal tersebut disampaikan
perwakilan dari pegawai
Perusda Jembrana yang
diberhentikan oleh Direktur
Perusda Jembrana I Gusti
Kade Kusuma Wijaya. Karena
jika sampai akhir bulan ini,
itu berarti genap satu bulan
mereka diberhentikan
dengan surat nonjob. “Kami
minta secepat-cepatnya
diselesaikan,” kata Yunita,

Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Tenaga Kerja
Jembrana Ni Nengah Wartini

menegaskan, akan membantu

mantan pegawai perusda
Jembrana dan memfasilitasi
agar hak-haknya diterima
sesuai dengan Undang-
Undang Ketenagakerjaan.
“Kita memperjuangkan
pegawai. Kami sudah
memberikan pertimbangan
kepada pimpinan, supaya
ada kepastian kepegawaian,”
tegasnya.

Wartini menambahkan,
sesuai dengan kewenangan,
pihaknya hanya pada

ketenagakerjaan. Sedangkan

. 5
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~ Jadi, WM menegaskan,

(.Sam bolfjﬁ“)

~mengenai ‘usulan Perda,

seperti yang disampaikan

saat audiensi dengan

Komisi B DPRD Jembrana
merupakan kewenangan

‘bagian perekonomian dan

tindaklanjut setelah

pertemuan dengan dewan

mengenai status pegawai
Perusda Jembrana ada
pada bagian Ekbang Setda
Jembrana. “Nanti yang akan
laporan dan menindaklanjum

bagian ekbang” tegasnya.
Sedangkan Direktur Perusda

JembranalGusti Kadehsuma

Wijaya mengatakan, mengenai

tenggat waktu mantan pegawai

tidak bisa dilakukan sampai

akhir bulan Januari ini. Karena

hingga saat ini belum ada unit

usahaynngbisadﬂceqakanoleh'
pegawai. “Kalau mau diterima
~ apayang mau dikerjakan? Yang

mau buat bayar apa? Sekarang

tidak ada usaha dan’ ﬁdak ada
‘uang” ujarnya. ;

Karena itu, Kusma Wt}aya.
‘sempat mengusulkan kepada

‘pemerintah kabupaten

Jembrana melalui Sekda

Jembranal Made Sudiada, agar

menerima pegawai perusda
Jembrana yang dinonjobkan

agar menjadi tenaga
kontrak. Atau opsi lain, akan
memasukkan pegawai yang
sudah dinonjobkan masuk
kerja lagi secara bertahap
 ketika ada unit usaha seqmal
'yang dibutuhkan. i
Di samgi itu, }anji
penyertaan modal yang
‘akan diberikan pemerintah
kabupaten sebagai pemilik
perusahaan direncanakan
‘pada anggaran perubahan
APBD Jembrana, sekitar bulan
‘Agustus. “Kalau secepatnya
‘memasukkan pegawai,
jujur sekarang tidak bisa.
Tunggu unit usahanya dulu,’
terangnya.(bas/han) -

st

Edisi
Hal.
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GIANYAR-Kasus Operasi
Tangkap Tangan (OTT) terh-

mas_lt;_-mqnantlkan hasil per-

m:w{:' ] an negara dari
Inspektc kﬁ?ﬁup‘men Gi-
anyar. Setelah hasil perhitun-

gan ke Polres barulah
melakukan langkah lanjutan.
- Kapolres Gianyar AKBP
Priyanto Priyo Hutomo,
menyatakan kasusnya ma-
sih menunggu inspektorat.

Priyanto. Ditanya kena pa ha-

Ppetugas tiket saja? Priyanto
mengaku yang bertanggung
jawab adalah prajuru paling
atas. “Kami kan membidik

ujarnya kemarin (17/1 ).

Sementara itu, Kasat Re-

Deni Septiawan menam -
’ bahkan telah meminta ket.

erangan Majelis Madya Desa
Pakraman (MMDP).sehaghi
saksi ahli. “Pemeriksaan
hampir rampung, kami ting-
gal menunggu audit dari In-
spektorat,” ujarnya.

dar Bali sebelumnya, dua
petugas tiket di Pura Tirta
Empul terjaring OTT oleh
Satgas Saber Pungli pada 6
November 2018 lalu. Polisi
mengamankan tiket yang
diterbitkan desa pakraman
Manukaya Let. Polisi juga
menyita uang tunai yang di-
duga sebagai hasil penjualan
tiketitu.

l
|

T e —— e

Empul belum rampung. Polisi -

“Masih di Inspektorat,” tegas -
rus membidik bendesa bukan  p,

yang bertanggung jawab,”

skrim Polres Gianyar, AKp i

at

 Kata dia, dari hasil Inspek-

toratitu, polisi akan mempela-
‘negara atau tidak. “Apakah
ingan desa adat atau kepent-
' liﬁgpan lain. Kami cek melalui
ektorat jelasnya.
Deni -m’éﬁ!é'ah', penanga-
nan kasus knrupsi:-memang-l-
butuh wakw yang lebih lama
ketimbang kasus pidana lain-
nya. “Penanganan banyak
prosedur,

dang menun gu petunjuk
dari atasanny'a-mngena-i -
langkah lanjutan, '

Diberitakan Jawa Pos Ra-

Selanjutnya, dua petugas,
tiketdibebaskan. Dalam press
rilis di hadapan media massa,
polisi menyatakan bendesa
Manukaya Let sebagai calon
tersangka. Pasca-OTT, pemu-
ngutan tiket Tirta Empul kini
diambil alih oleh Dinas Pari.
wisata Kabupaten Gianyar.
Bahkan, harga tiket pun naik
dari sebelumnya. (dra/dot)

| Edisi : Junct, 18 danees 2005
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Dewan Semprot
Kadis, Minta Nasib
Pegawai Diutamakan
NEGARA - Mantan pega-
wii Perusda Jembrana yang

diberhentikan sepihak oleh
Direktur Perusda Jembrana,

mengadu ke DPRD Jembrana.

Rabu kemarin (16/1), seban-
yak delapan orang mantan
pegawai yang sudah bekerja
belasan tahun di perusahaan
plat merah tersebut, meminta
kepastian status kepegawaian.
Mereka menuntut gaji yang
tidak dibayar selama delapan
bulan dan mendesak agar di-
rektur diberhentikan.
Mantan pegawai Perusda
Jembrana tersebut diterima

Ketua Komisi B DPRD Jem-
brana I Nyoman Sutengsu
Kusumayasa. Di samping itu,

Kepala Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
(PMPTSP dan Naker) Jem-
brana Ni Nengah Wartini juga
hadir mendengarkan keluh
kesah mantan pegawai yang
diberhentikan melalui surat
nonjob sejak akhir tahun
2018 lalu.

Menurut Yunita, salah seo-
rang pegawai mewakili pega-
wai yang lain, pihaknya ber-
harap apabila direktur tidak

mampu memimpin perusa-

haan agar diganti. Dan me-
minta tunggakan gaji ditin-
daklanjuti dibayarkan pada
pegawai, “Kami masih bertol-
eransi bekerja meski tanpa gaji,

1
ADUKAN NASIE: Mantan pegawai perusda berdintog dengan Ketua Komisi B DPRD Jembrana | Myoman Sutengsu Kutumaya flcanan) dan Kads
PMPTSP clan Nakar Ni Nengeh Wartini (dua dari kiri), kemarin.

Dukung Eks Pegawal Gugat Perusda

tapi akhirnya diberhentikan,”
jelaﬂlya. L e

Pada saat mengadukan ke
dewan, Ketua Komisi B DPRD
Jembrana I Nyoman Sutengsu
Kusumayasa sempat menegur
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Tenaga Kerja Jembrana
yang mengatakan bahwa nan-
tinya Perusda akan dibantu
modal oleh pemerintah dan
membantu sejumlah usaha
yang akan dikerjakan. “Mas-
alahnya, sekarang mereka me-
minta kepastian status kepega-
waian mereka dengan status
nonjob itu. Soal Perda dan
penyertaan modal belakangan
dibahas,” ujarnya. 3

Menurut pria yang akrab
disapa Suheng ini, karena
masalah utama status non-
job, mendesak pemerintah
mencabut surat nonjob yang -
telah dikeluarkan. Karena

_status nonjob dalam aturan

tidak ada, lebih baik mantan
pegawai ini dirumahkan den-
gan kerja bergiliran. “Tetapi
mereka tetap diberi hak gaji," *
terangnya.

Suheng mendukung jika -
mantan pegawai ini menggu-
gat Perusda Jembrana ke pen-
gadilan hubungan industrial.

- Pasalnya, keputusan mengel-

uarkan surat nonjob merupa-
kan kesalahan besar direktur,
Apalagi, keputusan tersebut
keputusan sepihak direktur
yang tidak dilaporkan terlebih
dahulu kepada pemerintah
kabupaten Jembrana selaku
pemilik perusahaan. “Kalau
masalah ini tidak selesai, saya
dukung kalian (mantan pega-
wai) gugat perusda,” tegasnya. |
Namun. saat ini Suheng ma-
'sih menunggu keptxtusan dari -
pemenntahdan perusdamen-
genai status pegawai mereka.

o ey o g — ’ a &
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® DUA KADUS...
-Sambungan dari hal 1

Kedua kadus yang ditahan
tersebut yakni, I Gede Ast-

awa, Kadus Munduk Banu_ _
dan Dewa Ketut Artawan, Ka- _

dus Sankunmg Tulungagung.

Mereka ditahan sesaat setelah
ditetapkan sebagai tersangka.
“Keduanya ditahan setelah
ditetapkan sebagai tersang-
ka kasus santunan kematian

. di Desa Tukadaya,” terang

Wakapolres Jembrana Kompol
Komang Budiartha, kemarin
(18/1).

Menurut Budiartha, dari hasil

uari sampai Desember 2015,
tersangka Dewa Ketut Artawan
mengajukan 140 berkas fiktif
dana santunan kematian ke Di-
nas Sosial Pemkab Jembrana.
Dari 140 berkas fiktif santunan
kematian yang sudah dicairkan

itu Unit Tipikor Polres Jem-
brana menghitung terdapat
kerugian negara sebesar Rp

210 juta. Sedangkan tersangka
I Gede Astawa mengajukan
59 berkas fiktif dan sudah
dicairkan Dinas Sosial Iem-

brana dengan kerugian negara
Rp 88 juta. “Besarnya keru-

gian negara itu berdasarkan
'penghittmgan yang dilakukan

pengembangan kasus yang
dilakukan Unit Tipikor Polres

Jembrana, kedua Kadus itu
bersama-sama dengan In-

dah Suryaningsih yang sudah
dwoms Pengadﬂan 'Iipikm

2]
fiktif santunan kematian iﬂmg

- mengakibatkan kerugian neg-

ara lebih Rp 300 juta.
Pengajuan proposal fiktif san-
tunan kematian yang merupa-
kan program Pemkab Jembra-
na itu bisa lolos karena peran
Indah sebagai verifikator yang
bertugas memverifikasi dan
validasi dokumen pengajuan

santunan kematian. “Dengan

e

modus ini maka dokumen
fiktif yang dhtjukan itu lolos
dan santunan ke an fiktif
sebesarRp1,5j jutaitu dibayar-
kan oleh Pemkab Jembrana,”
ungkapnya.

Setelah itu cair kemu-
dian oleh mereka dibagi, di
mana Indah Suryaningsih
mendapat bagian Rp 1 juta.
Sementara Artawan dan As-
tawa mendapatkan Rp 500
ribu. Namun jika Artawan dan
Astawa yang membuat doku-
men mereka akan mendapat
bagian Rp 700 ribu dan Indah
Rp 800 ribu.

Mu}aihzrunwekmbtﬂanfan-

Badan I’Bngawas Keuangan

. dm?mﬁmgtumnﬁahﬂnmk

madapatuﬂﬁgnegaraltuada
berkas orang meninggal yang

diajukan dua kali termasuk
juga ada orang yang masih

hidup dibnarkan berkas fiktif,"
jelasnya.

Setelah ditetapkan sebaga:l
tersangka oleh Unit Tipikor
Polres Jembrana, Artawan
‘dan Astawa langsung ditahan
untuk proses hukum lebth
lanjut. Atas perbuat_annya

itu kedua tersangka dijerat

dengan Pasal 2 ayat 1 subsider
Pasal 3 subsider Pasal 18 ayat
1 huruf b UU RI No 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan -
Tindak Pidana Korupsi. UU

tersebut kemudian dit
dengan UU RI No 20 Tab;un

2001 tentang perubahan atas

UU RI No 31 Tahun 1999 ten-
tang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Pasal
55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat
1 KUHP dengan ancaman

pidana penjara seumur hidup -

atau pidana pen}ara 4 tahun

dan paling lama 20 tahun
denda paling sedikit Rp 200
juta dan paling banyak Rp 1
miliar dan pidana penjara

_seumur hidup atau pidana

‘penjara 1 tahun dan paling
lama 20 tahun dan atau den-
da paling sedikit Rp 50 juta
«dan paling banyak Rp 1 miliar.
Barang bukti yang diamank-
an yakni berkas perkara No
BP/48.c/1/2018/Reskrim tang-
gal 26 Januari 2017 dengan ter-
sangka Indah (berkas perkara
split/ terpisah} (nom/rld)

A]ukan 140 Berkas Fiktif Dana Kemanan

Edisi
Hal.

: Sabty, (9 Jumcari 20[9 |
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Dua Kadus di Tukadaya Ditahan
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Dishub Digelontor
Rp 1,8 M Beli Alat U]k i

TABANAN - Satu unit peralatan uji kendaraan (uji kir)
tahun ini direncanakan dipasang di lokasi uji kendarda
. bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten ‘l‘aban in.
| Pengadaan peralatan uji kendaraan hemmturl tersefjut
saat ini masih persiapan proses lelang. -
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabandn I
Aﬁusl—-iartawzsun ngatakan penambahan ir :
ini nantinya dilengkapi elektronifikasi sistem. Sehingga e UJI Kln
mempermudah pelayanan kepada pemohon. | : 52 4 Bt
Dimana dari data yangada, dalam sehari rata-rata jumla
kendaraan yang dilakukan pengujian 80 sampai 100 w
didominasi kendaraan angkutan barang. “Sementara
untuk pengadaan alat up, saatinisedang mempersiap -.’=

Nilai anggaran yang dipasang sebesar Rp 1,8 miliar .I g
bersumber APBD Tabanan,” ungkapnya.

[ uji, alat uji lama tetap dimanfaatkan. Pengujian kelaika
kendaraan bermotor belum maksimal lantaran alat
uji yang dimiliki belum lengkap. “Baru terpasang da

(tes pengereman),” terangnya
Kemudian untuk memenubhi alat uji dasar di tahun

akan dilengkapi beberapa alat uji lainnya seperti side
slip tester with XG cabinet, gas analyzer with XG cabingt, e
diesel smoke tester, headlight tester, dan sound le¥ 1 ; : '
tester. “Satu unit alat uji KIR baru sekalian nantinya kami ~ALATBARU: Kendaraan yang melakukan uj.‘ KIR Dhﬂ.lhTabain.
akan lakukan elektronifikasi sistem. Jadilebih praktis lagi
pelayanan ke masyarakat,” ujarnya.

,  Hal senada disampaikan petugas pengujian Ketut

: Pl.umgpra, pegawai Dishub Tabanan. Menurutnya, mesk

1 i sudah ada alat 1kela:kan kendasaan. nami

Edisi :Rﬂbu.\lf Janugr, 209

Hal. .
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| | 36 Kendaraan Lelalig Tak Diléngkapi deﬁgén BPKB

GIANYAR, TRIBUN BALI - Ba-
gian Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) Gianyar, an Ja-
nuari 2019 ini, akan melelang pu-
luhan kendaraan keluaran tahun
2005 ke bawah. Saat ini, BKAD
Gianyar telah mengajukan ken-
daraan yang dilelang ke Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Bali. .
Berdasarkan informasi, BKAD
Gianyar, Minggu (13/1), mengi- |
: data lelang ke KPKLN Bali !

TRIBUN BALI/WAYAN ERI GUNARTA

i LELANG - puluhan motor tua t ir di halat i
: erparkir di halaman parki '
! Minggu (13/1). Kendaraan ini akan dilelang peftengapﬁ:n E?J'Lflemlkab gy o

satu unit kendaraan roda empat.
Dari total tersebut, 13 kendaraan
tanpagmﬁdan-sebanyak%km-

|
|
|

Pihaknya tak menampik, se- da motor dan satu unit station

! daraan tanpa BPKB.

Semua kendaraan.ini keluara
dari tahun 1990 sampai 2005.

Kendaraan yang masuk dalam

bursa lelang kali ini, sebagian

Kepala Bidang Aset BKAD Gi-
anyar, Made Arianta mengaku
belum mengetahui jadwal dan
sistem lelang yang akan dilaku-
kan. Sebab hal tersebut akan
‘dilakukan langsung oleh pihak
KPKNL. Dalam hal ini, pihaknya
hanya me:

. raan yang akan dilelang.

L e T

ta kenda-

jumlah kendaraan tidak disertai
kelengkapan seperti STNK dan
BPKB. Sebab kendaraan tersebut
“usianya sudah tua, dan kerap pin-

Gianyar kembali mengajukan le-
lang ke Kantot Pelayanan Keka-
yaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Daerah Bali untuk mengadakan
lelang, Dikatakannya, pengumum-
an lelang akan diumumkan perte-
ngahan Januari 2019 dan bisa di-
lihat di web KPENL. .

“Ada sebanyak 43 unit sepe-

wagon untuk dilelang. Datanya
sudah dikirim ke KPKNL. Namun
saat ini kendaraannya masih di
parkiran Pemkab Gianyar, silah-

besar bekas kendaraan petugas dah pemakai sehingga kelengkap- kan lihat-lihat. siapa tahu bermi- -
' penyuluh pertanian, DPRD Gia- —an kendaraan menjadi tak diketa- nat,” ujarnya.

nyar dan sejumlah dinas di Pem- hu ‘rimbanya’. Arianta mengungkapkan, se-

kab Gianyar. Untuk Tahun 2019 ini, Pemkab ~ benarnya kendaraan Pemkab

Gianyar yang masuk dalam ka-
tegori lelang sebanyak 74 unit
kendaraaan. Namun sebanyak 30
unit kendaraan tidak masuk da-
lam daftar lelang kali ini lantar-
an Dinas Perhubungan (Dishub)
Gianyar mesih melakukan kajian
kerusakan, untuk menentukan
tafsiran harga lelang. (weg)

= e

===

Edisi

Hal . b

P Sein, N Januari 2019 |




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilun

@E‘ﬁi‘rdﬁ Mil

Tender Kedua
Ga_gal Lagi

SEMARAPURA, TRIBUN
BALI - Sejumlah pekerja
tampak menyelesaikan ta-
hap akhir proyek pemba-
ngunan Blok A Pasar Se-
marapum Selasa (15/1).
Pemkab Klung-
kung untuk melengkapi
pasar tradisional tersebut
dengan' eskalator harus
tertunda. Ini karena belum
ada satu pun rekanan yang
mengajukan penawaran,
Kepala Bagian Adminis-
trasi Pengadaan Barang dan
Jasa Setda Klungkung, Anak
Agung Gede Lesmana men-
jelaskan, proyek pengadaan
eskalator di Blok A Pasar
Semarapura dianggarkan Rp
1,5 miliar. Sementara harga
n sendiri (HPS) sebe-
sar Rp 1.499.313.299, yang
sudah satu paket dengan pe-
masangan CCTV dan sound

Lelang pada tahap perta-
ma sudah dilakukan 18-31

Desember 2018 tapi gagal ,

PEMBANGUNAN - Proyek
Semarapura masih dikerjakan, Selasa (1511)

ngga saat ini
sudah ada 18
rekanan yang
daftar, tapi belum
ada juga yang
mengajukan.
~ penawaran
AA Gede Lesmana
Kabag Pengadaan Barang

 tender. Pcnyebanya tujnh TeE-
Y**'Smengajum Wﬂm
“Istilahnya mereka (rekanan)
baru-‘ngintip’ saja.” ujar Les-
mana, Selasa (15/1).

Kata dia, tidak adanya

pembangumnj‘- Blok A Pasar

jadi pemenang

Jrovinsi Bali

~ Terancam

dua sejak _nggal_Q»lB Ja-
nuari 2019.

"Hingga saat ini sudah ada
18 rekanan yang daftar, tapi
bdumada&nngmm@jukan

ﬁanmn j:ka dl antara 18
rekanan yang daftar terse-
but, ada yang melakukan
penawaran dan memenuhi
persyaratan, maka pena-
war itu lah langsung men-

tender. "Jika
kembali t;id ada penawar-
an, tentu kami akan mela-
kukan lisis. Mengapa
rekanan mciﬁalﬁan

penawaran," jelasnya.
Meskipun demikian, Per-

pres Nomor 16 Tahun 2018
tentang peraturan pengada-

' Puputan Klungkung, dan

Festival Semarapura Aprﬂ
mendatang. =

Jadi sangat diharapkan
eskalator telah terpasang
sebelum itul "Setelah ada
penawaran, ftupun kembali
berproses selama 1 bulan,
baru bisa pengerjaan pro-
yek dengan batas waktu 180

hari (enam bulan),” ungkap--

nya. (mit) |

|
Raw, 16 yonumi 2019 ﬁ
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Dinas PMD Sudah
Peringatkan Ashari

& Perbekel Celukan Bawang Tak Koordinasi
B Tukar Guling Lahan Berujung Jerat Kasus

SINGARAJA, TRIBUN BALI -

Buleleng, Made Subur akan
mendatangi Kejari Buleleng
untuk memastikan kebe-
naran ditetapkannya Perbe-
kel Desa Celukan Bawang,
Muhamad Ashari sebagai

tersangka. Subur mengaku

sudah pernah mengingatkan

~ Ashari agar dana ganti rugi
* lahan masuk ke sumber pen-

dapatan desa.

la mengungkapkan, apa-
bila Muhamad Ashari benar
menjadi tersangka, maka
Dinas PMD Buleleng akan
segera melakukan kajian
terkait pemberhentiannya
sebagai Perbekel Desa Celu-
kan Bawang.

"Apabila surat dari kejak-
saan dengan status dia (Mu-
hamad Ashari) sebagai ter-
sangka sudah keluar, maka

_kamiakan membuat sebu-

kan lebihdaﬂ]imatahunya

akan diberhentikan,” ujar
Subur, Kamis (17/1).
Terkait pemberhentian,
ungkap Subur akan dilaku-
kan apabila sudah ada kepu-
tusan dari pihak pengadilan.
Selama menunggu kepu-
tusan itu, maka Muhamad
Ashari akan diberhentikan
secara sementara, dan jabat-
annya akan diisi oleh Sekre-
taris Desa sebagai pelaksana
tugas. Kalau tak salah, sisa
masa jabatannya tahun ini.
"Pemberhentian sementara
juga ada. Jadi mohon maaf
saja, sebab Senin baru saya
akan melakukan jemput bola

———— . A oy

TRIBUN BALIZRATU AYU ASTRI DESIANI

MADE SUBUR

mendatangi Kejari," ujar dia.
Subur mmyebutkan. Mu-

EGEP! PLTU Celukan Bawang
adi. Bahkan pada tahun
14 pihaknya telah me-

nyampaikan kepada Muha-

mad Ashari agar dana ganti
rugi lahan masuk ke sumber

pendapatan desa,
"Kemarin kami sudah

memperingati Muhamad
Ashari agar seluruh me-
kanisme diubah menjadi
sumber pendapatan desa.
Kami sudah sampaikan itu
dulu. Nah yang jadi masa-
lah uangnya itu masuk ke
rekening pribadi. Setelah
- bangunan dinilai, ada se-
lisih lagi Rp 200 juta. Ini
lah dari proses awal sudah
salah sehingga kami sudah
carikan alrternatif masuk-

cams Lo b

| Edisi
|

|| Hal
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‘Ashari pekan depan atas

Wbuatannya yang dinilai
telah merugikan negara se-

~ besar Rp 200 juta. Ashari
; tﬂah ditetapkan sebagai

. ke

berstatus tersangka. Kejari
--mu'asaperlumenggan kett-

gka sejak 3 Janua-
n. Kendati sudah

rangan lebih lanjut.

Kasi Pidsus Kejari Bule-

leng, Wayan Genip menje-
laskan, Muhamad Ashari
terbukti menerima uang se-
bmar Rp 1,2 miliar dari PT

hari bukan ke re
pemerintah Dcsa Gglnk:an
Bawang. Se!an}utnya kantor
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Dewan Minta Kaii

Pemban

MANGUPURA, TRIBUN
BALI - Pembangunan sta-
dion bertaraf Internasional
di Mengwi, Badung, renca-
na akan dikebut Pemerintah
Kabupaten, Badung. Bahkan
‘perencanaanya pun sudah
memasuki tahap feasibility
study (FS), kemudian akan
dilanjutkan dengan detail
engineering design (DED).
Namun DPRD Badung me-
minta jajaran eksekutif un-
tuk menuntaskan program
kebutuhan dasar. Apalagi
kondisi keuangan Badung
yang belum stabil hingga ma-
sih memiliki tunggakan pem-
bayaran pada pihak ketiga.
Bahkan pihak dewan me-
minta agar jajaran eksekutif
mengutamakan yang priori-
tas untuk Badung, kemudi-
an baru dilanjutkan untuk
pembangunan stadion.
Ketua DPRD Badung, Putu
Parwata, meminta Tim Ang-

| garan Pemerintah Daerah
| (TAPD) Badung untuk meng-

atur anggaran dengan baik.
Artinya masih bisa diprio-
ritaskan ke hal yang wajib
sesuai tema pembangunan
Badung tahun 2019, yakni
pendidikan, penelitian dan
Pm@bmﬂél- iimu I-“mgﬁ

gunan Stadion

Rp60OM

® Keuangan Badung Belum Stabil, Masih Nunggak Pihak Ketiga

tahuan dan teknologi.

Selain itu juga terkait ke-
sehatan, pembangunan eko-
nomi, tata kelola pemerintah
dan pelayanan publik.

“Ketua TAPD yang juga
Sekda Badung mempu-
nyai peran maksimal untuk
mengatur (anggaran). Oke
kita bangun stadion tetapi
ada sejumlah tagihan yang
belum dibayarkan tentu itu
harus dialokasikan dulu,”
ujarnya saat dikonfirmasi,
Jumat (18/1).

Politisi PDIP Badung asal
Dalung itu mengaku bukan
tidak setuju untuk pem-
bangunan stadion bertaraf
internasional tersebut. Ha-
nya saja harus melihat tema
pembangunan Badung yang
menjadi prioritas.

Ia pun mencontohkkan
bahwa sekarang saja ketika
memasuki musim hujan, Ba-
dung dilanda banjir. Tentu
masalah hal ini harus menja-
di prioritas. Begitu juga ma-
salah kesehatan dalam hal
ini rumah sakit juga harus
representasif.

“Pada prinsipnya kami
mendukung (pembangunan
stadion, red) tapi pada pe-
laksanaannya harus sekala

prioritas sesuai tema pem-
bangunan Badung. Kalau
pembangunan rumah sakit
itu menjadi kebutuhan dasar
masyarakat, di bidang kese-
hatan,” tegasnya

Di sisi lain, Ke‘tua Komisi
IV DPRD Badung AAN Ketut
Agus Nadi Putra mengakui
Badung bakal menjadi tuan
rumah Pekan Olahraga Pro-
vinsi (Porprov) Bali tahun
2021 tentu stadion juga di-
butuhkan untuk menunjang
sarana prasarana olahra-
ga. Namun ia juga sepakat,
kalau ada kebutuhan yang
mendesak tentu itu yang
menjadi prioritas.

“Kalau ada mendesak pro-
gram kebutuhan dasar tentu
itu yang diutamakan dilaku-
kan. Namun kalau bisa, ya
sama-sama jalan, kan bagus
iya. jadi intinya harus diren-
canakan dengan matang dan
dikaji dulu lah pembangunan
stadion itu,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang mengakui
untuk persiapan pemba-
ngunan stadion rencananya
baru masuk tahap FS di ta-
hun 2019 dan ini masth akan
proses tender.

“Untuk FS dan DED dila-
kukan di tahun 2019. Seka-

rang masih proses tender FS,
setelah itu baru dilanjutkan
DED,” akunya

Sebelumnya, Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Badung [ |

Made Wira Dharmajaya me-
nerangkan, Pemkab Badung
memprioritaskan dua pem-
bangunan, yakni gedung
di Rumah Sakit dan stadi-
on bertaraf internasional di

Mengwi Badung,

Pihaknya pun mengakui

bahwa pelaksanaan fisik |

pembangunan stadion terse- |

but ditargetkan bisa terlak-
sana tahun 2020.

“Stadion Mengwi jadi prmi- :

tas. Sekarang proses penyu- -
sunan DED. Dananya su-
dah kita pasang tahun 2019
ini,” jelas mantan Sekretaris
DPRD Badung ini.

Stadion ini akan dibangun
bertaraf internasional dengan
menyulap dan memperluas

.GOR Mengwi. Pembangunan |
stadion ini diperkirakan me-

nelan dana Rp 600 miliar.

Stadion megah ini salah’
satunya diproyeksikan untuk
pelaksanaan Porprov tahun
2021 di Badung. (gus)
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Tender Keduz

L

SEMARAPURA, TRIBUN | |

BALI - Sejumlah pekerja 1

tampak menyelesaik | ta- AL 1 B
hap akhir proyek pemba- :
ngunan Blok A Pasar |Se- L
marapura, Selasa (15/1). Hlﬂgga saat ini
Rencananya Pemkab Klung- T et
kung untuk melengkapi S dah ada 18

sar tradisional tersegbut A
gﬁﬁganragskslr:xgorc:. ua. I 1 an-an. yang
tertunda. Ini karena belum daf Ar, tapl belurn
ada satu pun rekanan yang Hl

mengajukan penavaran| , | ada juga yang

Kepala an Admihis-
trasi%enga?aﬁin Barang engaJUkan
Jasa Klungkung, Anz [
= i b e enawaran _
jclaskan pengadaa L
eskalator di Blok A Pdsar Mm ang daftar te
Semarapura dianggarkar - i Kabag Pé_n.gadaan Barang but ada j’ g melqkukan
1,5 miliar. Sementara h4r penawaran dan memenuhi
sendiri (HPS) persyaratan, pena-

'tend Penyebanyatujuh e-  war itu lah ‘men-
ks yang‘daﬁarﬁdakaa jadlpgmmqngtm "Jika
engajukan p kembali tlqu peénawar-
yamemka ckanai ;
gintip Sﬂja, ‘l.lja.‘l' o5 -

Idangpadatahap perta
ma sudah dilakukan 18-31

Desember 2018 tapi gagal ,

pres Nomor 16 Tahun 2018

tentang pera pengada- \A
an barang jasa pemerin-

tah masih di di-

lagi hingga Juni-Ji

- Namun,

Pasar Semara ini renca-
| HUT Kota pura, HUT
| Puputan kung, dan

Festival Scm pum April

mendatang,

Jadi aanéat apkan
eskalator tplah terpasang
sebelum itu. “Setelah ada
penawaran, itupun kembali
berproses sel 1 bulan,

:, i 4 G baru bisa penq.erja pro-
| PEMBANGUNAN - proyek e 5o gind o
Semarspura mash dhe il oo | o
| - ‘
Edisi Raw v 1o donwr; 2019
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TABANAN, TRIBUN- BALI -
Perbekel Desa Gadungan, 1
Wayan Muliartana tampak
tergopoh keluar dari ruang-
an Asisten II Setda Taban-

an, Rabu (16/1) pagi. la tak

mau bicara sepatah kata

pun ihwal kasus yang mem-

atau diberhentikan semen-
tara usai ditetapkan sebagai

tersangka oleh polisi dalam

kasus pungutan liar (pungli
Galian C di Desa Gadungan
Kecamatan Selemadeg Ti
mur, Tabanan. Untuk se-
mentara, Sekretaris Desa
Gadungan, Made Rustiaga
ditunjuk menjadi Pelaksa-

- Gajidan TunJangan

Mullarta chabut

Ln;- ‘Isemiﬁtara dikeluarkan
an lebih fokus memberikan
keterangan yang diperlukan

‘pihak sian terhadap
- kasusnya. Selain pember-
|hen sementara ini, se-
‘'mua hak-hak yang diteri-
mﬁ{n}ra selama ini juga tidak
diberikan.
“Segala hak-hak yang
! ADE PRASETYA ARYAWAN | | melekal pada Perbekel Ga-
DIBERHENTIKAN - Perbekel Desa Gad Ingan, | Wayan = dungan termasuk tunjang-
Muliartana (tengah) tampak berbincang, Rabu (16/1). | an dan gajinya tidak di-
: | I | beri sementara waktu
| [ sampai dengan keputusan
mendagri No- | | inkrah secara hukum,” im-

Selemadeg Timur. Den an bahan atas He
p 2015 yang me- buhnya. .

ini, gaji dan tunjanganinya mor 82 ta

raturan dan lebih memberi |

na Tugas (Plt) Perbekci Desa juga dieabut sementara. nyangkut- pe gkatan dan ~ Miarsana menjelaskan,
Gadungan. Miarsana menyebutkan da-  pemberhentian kepala desa. jika nanti keputusan sudah |
Muliartana dipanggil sar pemberhentian sementa— "Dalam pertemuan tadi, inkrahdan Perbekel Gadung-
ten II Sekda Tabanan, I Wa- ra Perkebel Gadungan dia (Perbeke] Gadungan) tak | | an dinyatakan tidak bersa-
yan Miarsana terkait kasus but sesuai dengan SK pati ada komenta . Artinya me- | lah, seluruh hak-haknya
pungli tersebut dan sekaligus  Tabanan Nomor 180/8 1/04/ nerima dengan pemberhen-  yang diberhennkan semen-
menyatakan surat pember- HK dan HAM/2019 tian sementara terhadapnya a akan dikembalikan lagi.
hentian sementara yang juga arkan per 7 Januari 2019, karena saat ini menyandmg- engan catatan pemerintah
disaksikan oleh Kepala Dinas ~ Kemudian juga sesuai d status tersangsa,” ungkap berhak melakukan rehabi- |
Pemberdayaan Masyarakat aturan Permen 1 Miarsana. | litasi kembali kepada yang
dan Desa (PMD) dan Camat 66 tahun 2017 SK Bupali pemberhenti- bersangkutan. .
|
|
|
|
|
, ]
- . - |
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